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PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI TERHADAP KINERJA BIROKRASI
(Studi Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

59 Tahun 2001 pada Badan Pengembangan Sistem Informasi
dan Telematika Daerah (Bapesitelda) Propinsi Jawa Barat)

”‘a’ Ahmad Syukri” o

Abstrak:  Pesatnya  kemajuan  leknologi  telekomunikasi, mullimedia, dan
informaiika  ataw  disingkat  telematika, serta  meluasnya  perkembangan
infrastrukinr  informast global telah  mengubal cara kegiatan bisnis yang
dilaksanakan di industri, perdagangan dan pemerintah. Perkembangan ekononi
berbasis ilmu  pengetabuan felah menjadi paradigma global yang domzinan.
- Remampuan untuke terifbat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi mulai
dipandang sebagai langkalb ataw Strategl untwk  menentukan masa  depan
kesefabteraan bangsa. Melibat peluang yang ada, pemerintaban di daerah niulal
lerdorong untuk ikut berkiprab di sektor lelematika, terutama sgak efektifnya
Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan lebib luas kepada daerah untuk
menyelenggarakan  pemerintaban dan  pembangunan dengan mengoptimatkan
selurieh potensi yang ada melalui perencanaan sirategis yang baik. Tulisan int
akan mengRajl lfentang pengarub implementasi kebijakan tupoksi terbadap
kinerya birokrasi di Bapesitelda Jawa Barat.

Kata kunci: tupoksi, kinerja birokrasi, sistem informasi.

Perwujudan suatu perencanaan strategis dalam bidang Sistem
Informasi dan Telemartika (Sitel) akan dikembangkan secara terpusat,
terpadu dan berencana sehingga menjadi mekanisme pengambilan
keputusan bagi pimpinan di tiap jenjang administrasi pemerintahan
yahg dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Pembangunan dan
pengembangan Sitel haruslah merupakan suatu sistem informasi yang
terpusat dan terpadu serta melingkupi semua informasi yang terdapat
di berbagai badan, dinas, lembaga dan instansi lainnya pada setiap
jenjang administratif di lingkungan pemerintah propinsi.

*Ahmad Syukri adalah dosen Mata Kuliah Iimu Politik Fakultas Syari'ah TAIN Raden
Fatah. Merupakan alumni Magister Program Ilmu-Ilmu Sostal, Bidang Kajan Umum
KKebrjakan Publik pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung,
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Pengelolaan sistem informasi berkedudukan sebagai suatu sub
sistem dan terpadu dalam sistem manajemen organisasi yang berfungsi
sebagai pendukung proses manajemen terutama dalam pembuatan
_ keputusan, penetapan kebijaksanaan serta tindakan bagi para pemakai
mnformasi (Hamalik, 1993: hlm. 31). Maka dari itlah dalam
mengantisipast  hal tersebur dan juga demu mengantsipasi
perkembangan kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
khususnya kemajuan Teknologi Informasi (TT) yang sangat cepat,
diperlukan  lembaga  teknis  yang mampu  menyelenggarakan
pembangunan dan pengembangan Sitel secara profesional. Lembaga
teknis / wunit kerja terscbut harus mampu menjadi penggerak
tertbentuknya infrastruktur informasi yang Dbersifat  koordinatif,
agregatif, intermediaaf dan lintas sektoral.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16
Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat Bab
Il Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sistem Informasi
dan Telematika Daerah (Bapesitelda) Propinsi Jawa Barat, diberikan
kewenangan dalam Pengelolaan/ Penyelenggaraan, Pembinaan dan
Pengendalian, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi
dan Telematika di Jawa Barat. Sebelumnya lembaga teknis ini bernama
KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektronik) sejak tahun 1992, dan
dilakukan pengembangan menjadi Bapesitelda Propinsi Jawa Barat
mulai Tahun 2000,

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang
lembaga Teknis Daerah, maka fungsi dan peran Bapesitelda menjadi
semakin meningkat dalam pembangunan dan pengembangan Sitel.
Bapesitelda berperan dalam menumbuhkembangkan masyarakat
informasi dan pengembangan industri T di Jawa Barat.

Adanya kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dengan
kebutuhan dan petkembangan TI, menjadikan unit kerja pengelola
Sitel sangat strategis dan dituntut untuk dapat menjembatani
kesenjangan tersebut, sekaligus mendayagunakan perkembangan TL.

Seiring dengan betlakuaya Peraturan Daerah Nomor: 16
Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat,
maka diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit.
Bapesitelda  berpedoman kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor : 59 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Unit Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika
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Daetrah (Bapesitelda) Propinsi Jawa Barat, yang menjadi fokus kajian
penelitian 1nt.

Keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa Bapesitelda
mempunyai tugas pokok berupa merumuskan kebijakan teknis dan
melaksanakan kewenangan di bidang Sistem Informasi dan Telematika
(Sitel) sesuai dengan. kebutuhan daerah dan kewenangan yang
dilimpahkan kepada Guberur. Untuk melaksanakan tugas pokok

. tersebut, Bapesitelda mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis
di bidang' Sitel; pelaksanaan pelayanan penunjang pemerintah Daerah
di bidang Sitel; dan penyelenggaraan kesckretaniatan badan.

Proses pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pendayagunaan sistem informasi serta pelaksanaan tugas Bapesitelda
lainnya menjadi kurang efektf, disebabkan terbatasnya jumlah tenaga
profesional yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai
dengan Tupoksi Bapesitelda. Sehingga tugas-tugas tersebut belum
dapat dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain tuntutan kebutuhan
terhadap sistem informasi dan perkembangan TI perlu segera
diantisipast. Kondisi ini dirasakan cukup menghambat pelaksanaan
tugas Bapesitelda.

Perkembangan Iptek yang sangat pesat khususnya di bidang 11
sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan  piranti  keras.
Konsekuensi logls dari kondisi ini terjadi kesenjangan antara
perkembangan pirantt keras dan perkembangan piranu lunak.

Apabila perkembangan piranti lunak relatif mampu ditangkap
dan ditkuti kemampuan SDM vang ada (pranata komputer), tidak
demikian dengan perkembangan piranti keras, sehingga pengadaan
piranti keras menjadi tertinggal dart penerapan piranti lunak. Keadaan
tersebut dapat kita lihat datt tabel di bawah i

Tabel 1 Kebutuhan dan Ketersediaan Piranti Keras

| No | Jenis Piranti Keras Kebutuhan | Ketersediaan | % Target |
1 PC Pentium IV layar LCD 12 10 83 %
2, Setver pentium [V 4 3 75 %
3. | Modul PABX DTD 800 2 1 50 %
4. | Infocus Wireless LP- 120 3 1 33 %
5. | Auto atented EPM 2006 12 1 50%

Sumber : Data diolah dari LAKIP Bapesitelda Jabar 2006

< 34
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Akibat dari kondisi ini dirasakan cukup menghambat
pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bapesitelda. Hambatan ini
terutama dalam proses pekerjaan yang memerlukan wakw dan
pemikiran yang sangat optimal serta dana yang ridak sedikir.

Dipandang dari sisi anggaran, jumlah anggaran Bapesitelda
masih terlalu kecil, apalagi bila dibandingkan dengan upaya mengejar
berbagai ketertinggalan terutama untuk mengimbangi petcepatan
perubahan dan perkembangan di bidang TI yang meliputi hardware,
software dan jaringan infrastruktur.

Sebagian besar program kerja Bapesitelda yang seharusnya
dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 belum bisa diantisipasi oleh
anggaran yang tersedia pada tahun 2006. Untuk tahun Anggaran 2006
Bapesitelda mengganggarkan Rp. 19.210.301.530,- untuk Belanja
Admnistrasi Umum Aparatur dan Pelaksanaan 9 (sembilan) Program
Kegiatan, sedangkan anggaran yang disetujui Rp. 17.598.443.433 -
kekurangan Rp. 1.611.858.097,- (LAKIP Bapesitelda: 2006)

Menilik dari kendala dan kenyataan yang ada di Bapesitelda,
proses pelaksanaan tugas terlihat belum optimal. Optimalisasi dari
pelaksanaan pekerjaan salah satunya dapat dilihat dari seberapa jauh
pelaksanaan tugas terscbut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kinerja birokrasi yang batk akan terwujud apabila proses
penyelesalannya telah melalul suatu mckanisme dan prosedur ketja
organisasi birokrasi yang tertata dengan baik.

Guna memenuhi tuntutan yang mendesak serta untuk
menyesuaikan dinamika dan perkembangan masyarakat, tidak dapat
dihindari lagi perlu adanya kejelasan wgas pokok dan fungsi semua
unit kerja, tentu saja yang sesuai dengan prinsip-prinsip efektifitas dan
efisiensi, sehingga dapat menciptakan kinerja birokrasi yang optimal
seluruh jajaran instansi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Aparat birokrasi belum
mampu bersikap profesional, cenderung mengutamakan urusan
pribadi mereka sendiri, tidak berada dalam ruangan pada jam kerja
vang bukan karena kepentingan tugas. (Sumber: Pengamatan di
lapangan pada bulan Januari dan Maret 2000).

Dengan kenyataan kondisi aparat birokrasi tersebut, belum
dapat dikatakan kinerja birokrasi Bapesitelda berada dalam kondisi
optimal..Padahal dengan Kinerja birckrasi yang optimal, diharapkan
dapat menghasikan kebpjakan teknis yang baik di bidang Sitel, yang
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pada nantinya dapat menunjang pelayanan Pemetintahan Daerah
Propinsi Jawa Barat.

Keberhasilan  implementasi  kebijakan  suatu  organisasi
pemerintah akan tercermun dari kinerja birokrasi. Oleh karena it -
penelitan ini dianggap penting karena sampai sejauh in1 penulis belum
mendapatkan keterangan yang dapat dipertangpungjawabkan secara
ilmiah mengenal pengaruh implementasi Iebrjakan Tugas Pokok dan
Fungsi terhadap Kinerja Birokrasi di Bapesitelda Propinsi Jawa Barat.

Falktor-faktor yang mempengaruhi keberbasilan implementasi
suatu kebijakan antara lain dapat disimak pendapat Edward III (1980:
9-12) yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor kntikal atan
vatiabel mempengaruhi kebethasilan suatu implementasi kebijakan,
yaitu : (1) faktor komunikasi; (2) faktor sumber daya; (3) faktor
disposisi / sikap para pelaksana; dan (4) struktur birokrasi yang
metnuat prosedur pelaksanaan

Mengacu kepada pemikiran Edward 111 di atas dan fenomena
di lapangan, penelitian ini akan memposisikan faktor Komunikasi,
sumber daya, sikap pelaksana dan Strukour birokrasi sebagar faktor-
faktor kritikal dalam implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi.

Adapun Implementasi kebijakan tersebut di atas, pada
akhirnya = diharapkan unwk mengoptimalkan IKinerja  birokrasi
Bapesitelda, dalam upaya menghasilkan kebijakan teknis yang baik di
“bidang Sitel untuk menunjang pelayanan Pemerintabhan Daerah '
Propinsi Jawa Barat.

Kebijakan Birokrasi

Secara hirarki, Bromley (1989: hlm. 33) mengemukakan adanya
tign tngkatan kebijakan yakmi Policy Lewel, Ornganizational Level dan
Operational Level, di dalam setiap tingkatan tersebut diwujudkan dalam
bentuk peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan
sesualt dengan tingkat hirarkinya. Hal tersebut dikemukakan dalam
model sebagai berikut :

% 5
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The Policy Process As a Hierarchy
Bromley (1989:33)

Mengacu pada pendapat Bromley tentang Proses Kebijakan
sebagai sebuah hirarki, maka kebijakan publik merupakan produk yang
dihasilkan oleh gubernur sebagai podicy lvel, sedangkan Bapesitelda
sebagai organizational level. Pada tingkatan ini ditetapkan dan
dikembangkan dalam bentuk énstitusional Arrangement yang selanjutnya
untuk dilaksanakan pada Operational Leve/ dalam hal ini terkait dengan
faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan. struktur
birokrasi yang ada dalam insttusi Bapesitelda. Pada tahapan ini hasil
yang dicapal adalah optimalisasi Kinerja Birokrasi Bapesitelda (patrern
of Interaction) yang menjadi sasaran kebijakan yang dapat mempengaruhi
outcornes yaitu kebijakan teknis yang dapat menunjang pelayanan
pemerintahan daerah di bidang Sitel.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebtjakan antara lain dapat disimak pendapat Edward III (1980: 9-12)
yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor kritikal atan vatiabel
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu : (1)
faktor komunikasi; (2) faktor sumber daya; (3) faktor disposisi / sikap
para pelaksana; dan (4) struktur birokrasi yang memuat prosedur
pelaksanaan,
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Mengacu kepada pemikiran Edward III di atas dan fenomena
di lapangan, penelitian ini akan memposisikan Komunikasi, sumber
daya, sitkap pelaksana dan struktur birokrasi sebagai faktor-faktor
krittkal dalam implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi, sebagai
unsur masukan (input) proses implementasi kebijakan.

Adapun untuk memperjelas dari masing-masing faktor tersebut,
1a  mengatakan sebagai benkut, perrama; Faktor komunikasi
menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksana kebfjakan
mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berartd komunikasi
juga dapat dinyatakan sebagal perintah dari atasan terhadap pelaksana-
pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebyakan rdak keluar dan
sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut

* harus dinyatakan dengan dengan jelas, tepat dan konsisten.

 Dari penjelasan tersebut, bahwa faktor komunikasi bertujuan
untuk mencapai suatu tujuan organisasi, maka komunikasi mempunyai
peranan penting tidak hanya bagi para implementator tetapi juga bagi
policy maker. Variabel komunikast dalm implementasi kebijakan, dapat
ditinjau dalam (1) upaya penjelasan pihak pimpinan kepada bawahan
dan (2) pemahaman yang sama terhadap isi kebijakan antara pimpinan
dan bawahan.

Kedua, Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah
sumber daya manusia ataupun aparat semata melainkan juga
mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung
pelaksanaan kebfjakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan bahwa
sumber daya yang memadal dan memenuhi kualifikasi akan
menghasilkan pelaksanaan kebijakan yvang tepat dan efektif.

Sumber daya meliputi, sumber daya manusia, fasilitas, anggaran
dan kewenangan. Oleh sebab itu variabel sumber daya ini dapart
ditinjau dati (1) kuandtas dan kualitas pegawai; (2) dana yang
diperlukan untuk membiayal implementasi kebgjakan ; (3) mformasi
yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan
suatu kebyakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak

“yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Lain daripada itu
1nformasi ini penting sebagai sandaran orang-orang yang tetlibat dalam
mimplementast agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi
apa vang menjadi tugas dan kewajibannya; (4) kewenangan
dimaksudkan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan
tersebut adalah sesuai dengan yang diharapkan dan (5) tersedianya
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fasilitas untuk operasionalisasii implementasi yang meliputi sarana dan
prasarana yang kesemuanya akan memudahkan didalam memberikan
pelayanan dalam implementast kebjakan.

Ketjga, Faktor sikap pelaksana diartkan sebagai keinginan d
kalangan pelaksana untuk menetapkan kebijakan. Jika penerapan
kabrjakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya
mengetahui apa yang harus dikerjakannya,tetapi meteka juga harus
mempunyal keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Manifestasi sikap hanya dapat ditafsirkan, sehingga pengukuran
sikap pelaksana hanya dengan melihat sikap dari kecenderungan
pelaksana pada sutu ketaatan atas petunjuk, perintah dan peraturan.
Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi
kemauan dan kemampuannya untuk melaksanakan kebgjakan tersebut
yaitu (1) pengetahuan, pemahaman dan pendalaman; (2) tanggapan
vang bisa berarti menerima, menolak atau netral dan (3) intensitas
terhadap kebijakan.

Keempar, Faktor struktur birokrasi, merupakan dimensi terakhir
yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebfjakan dalam arti
bahwa penerapan kebyakan itu tdak akan berhasil jika terdapat
kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hal ini ada dua
karakteristik birokrasi yang umum, yvaitu penggunaan sikap dan
prosedur yang rutin, serta fragmentasi dalam pertanggung jawaban
diantara unit organisasi. _

Struktur birokrasi dimaksudkan adalah susunan organisasi yang

menggambarkan secara jelas hirarki ataupun fungsi-fungsi antara satu
unit dengan unit lamn}-a dalam pelaksanaan mgas-tugas. Oleh sebab
itu, struktur birokrasi dalam implementasi kebyjakan meliputi (1)
struktur organisast; (2) pembagian tugas dan wewenang; (3) hubungan
antar unit-unit yang ada dalam organisasi tersebut.
' Berkenaan dengan Kinerja Birokrasi, kinerja mdividu karyawan
atau individu birokrasi pemerintah dipengaruhi oleh sejumlah faktor,
baik yang bessifat internal maupun eksternal. Hidayat dan Sucherly
(1986:91) mengemukakan 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi kinerja
aparatur pemerintah yaitu :

1. fasilitas ketja;

2. teknologi,

3. praktek manajemen;
4. gaya manajemen;

<+ 8 &
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5. ketrampilan;
6. motivasi kerja;
7. kepuasan jabatan.

Pendapat yang dapat dijadikan pedoman dalam meniai kinerja -
organisasi  birokrasi, dikemukakan oleh Kumorotomo (dalam
Dwiyanto, 2002 : 50) adalah sebagai bertkut:

1. Efisiensi;

2. Efektivitas;

3. Keadilan;

4. Daya tanggap.

Dari rumusan di atas dan untuk kepentingan penelitian ini, maka
dalam mengukur variabel kinerja birokrasi birokrasi digunakan dimensi
vang meliputi : efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka alur pikir dalam
penelitian sebagaimana tersebut pada gambar di bawah int:

Gambar 2

PROCESS i

| IMPLEMENTASI |
| KEBIJAKAN TUPGKSI |
o T e
& JNpUT ‘ KOMUNIKAS! ‘
[ KEBUAKAN | | ‘ (ourcowes)
| TUPOKSL_ e
UJT:$ BAL:\:WUR AEERINTS | KEBLIAKAN TEKNISDI |
| | BIDANG SITELYANG |
D : 58 TAHUN 2001 DAPAT MENUNJANG |
Tenman Tusas Pokork e TUGAS PEMERINTAHAN
| DA Funs D RINCIAN i SIKAP PROPINSI JAWA BARAT
TuGAS UNT BAPESITELDA | || PELAKSANA | | o e
| PROPING! Jun BagaT '
—_— | e |
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Analisis Jalur Variabel dan Sub Variabel

Pengaruh X, X, X; X, terhadap Y adalah :
Koefisien jalur X, tethadap Y  (Pyy,) sebesar 0.02 (Tidak
Signifikan)

Koefisien jalur X, terhadap Y (Pyy,) sebesar 0.83 (Signifikan)
Koefisien jalur X, terhadap Y (Pyyy) sebesar -0.33 ( Tidak
Signifikan)

- Koefisien jalur X, terhadap Y (Pyy.) sebesar 0.33 (Signifikan)
Koefisien jalur variabel lain terthadap Y adalah py, = 0.118
Pengaruh total X; X, X; X, terhadap Y dalam model koefisien
diterminasi muldple atau hubungan secara simultan adalah
R? 20300 sebesar 0.882x100% = 88,2 %

Pengaruh Variabel lain terhadap Y adalah R%,, = 11,8 %

Dari pengujian Hipotesis dapat disimpulkan bahwa H1 diterima

dan Ho ditolak, karena secara bersama-sama X, X, X, X,

berpengaruh signifikan terhadap Y; namun pada uji individual

hanya X, dan X, yang berpengaruh signifikan terhadap Y,

sedangkan X, dan X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y,
Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur dan korelasi dapat

dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

DHasil uji staustika menunjukkan Implementasi Kebjjakan Tugas
Pokok dan Fungsi besar pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi.
Pengaruh total Komunikasi Sumber Daya Sikap Pelaksana dan
Struktur Birokrasi terhadap Kinerja Birokrasi dalam model Koefisien

<% 104
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Diterminast multiple atau hubungan secara simultan adalah
ng(x]‘xz,ﬂ’ﬂ) sebesar 0.882x100%.

Implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi berpengaruh '
erat tethadap kinerja Birokrasi di Bapesitelda. Ketetkaitan antara
implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi dengan kinerja
‘birokrasi dapat kita simak dari pendapat Widodo (2006 :133) .

Profesionalisme birokrasi in tidak semata-mata dani aspek
aparaturnya (birokrat) harus memiliki kompetensi yang tinggi agar
kinerja birokrasi menjadi baik, akan tetapt petlu didukung oleh
kelembagaan yang kondusif, ketatalaksanaan yang baik, manajemen
yang andal, dan teknologi administrasi (sarana dan prasatana) yang
diperlukan birokrasi agar kinerja birokrasi bisa menjadi lebih baik
dalam melaksanakan apa yang menjadi tupoksiwab-nya.

Arti penting Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 59
Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungs: dan Rincian Tugas Unit
Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah
(Bapesitelda) Propinst Jawa Barat, adalah sebagai pedoman utama
untuk penjabaran kepada wisi, musi, sasaran, Rencana Kinerja,
program, kegiatan dan Indikator pencapaian sasaran kegtatan di
Bapesitleda.

Dengan demildan dari hasil penelitian ini memberikan bukti
secara empink bahwa Iinerja birckrasi yang optimal sangat
ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber dava, sikap pelaksana
dan struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Tugas pokok
dan fungsi, yang ditmplementasikan secara baik oleh semua aparat
pelaksana di dalam Bapesitelda. Pada kelanjutannya tetkait juga
dengan mutu kebijakan teknis yang dapat menunjang pelayanan
pemerintahan daerah di bidang Sitel sebagai outeomes dari Bapesitelda.

Paradigma pemerntaban yang balk menuntut Dbirokras:
publik harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggung
jawabkan segala sikap, prlaku dan kebyakannya kepada publik,
dalam melaksanakan mgas pokok dan fungsi yang disertal wewenang
dan tangggung jawab yang diberikan kepadanya.

Adapun Pengaruh Varabel lain terhadap Kinetja Birokrasi
adalah R%,, = 11,8 %, yang kadar pengaruhnya terhadap Kinerja
Birokras: bisa dikatakan tidak terlalu kuat. Variabel lain disini bisa
berupa variabel motivasi, bias gender, dan lain sebagainya.
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Walaupun variabel lain udak besar pengaruhnya, akan tetapi
berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, faktor motivasi
masih petlu diperhatikan. Karena rutinitas pekerjaan sehari-hari,
harus didukung pula oleh motivasi berupa penghargaan, pyjian dan
empati antar aparat pelaksana, dalam untuk lebih mengoptimalkan
hasil kerja dan mengatasi kejenuhan dalam pekerjaan.

Variabel lain juga sepertt variabel bias gender cukup menarik
untuk diperhatikan. Pada saat peneliti melakukan penelitian, adanya
kecenderungan pegawai laki-laki yang terkesan enggan diperintah
oleh pimpinan wanita, hal tersebut dimungkinkan ada kaitannya
dengan faktor budaya patriarkhi atau ada sebab lain, yang tentunya
tenomena 1 bisa diteliti oleh penelit lain.

2) Dari hasil analisis data statistik Koefisien jalut X, tethadap Y (Pyy,)
sebesar 0.02 sehingga dinyatakan bahwa Dimensi Komunikasi dalam

" Implementast Kebijakan Tugas Pokok dan fungsi tddak besar
pengaruhnya terthadap Kinerja Birokrasi. Walaupun begitu bukan
berarti Indikator dimensi komunikast tidak layak untuk dianalisa.
Faktor komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi
kebyjakan. Di dalam Bapesitelda sendiri masth diperlukan suasana
komunikasi dua arah baik yang bersifat Bo#fosr-up atau Top-down antar
aparat pelaksana. Penjelasan lisan dari aparat pelaksana di tingkat
pimpinan masih diperlukan untuk menjelaskan materi tugas yang
bersifat umum, agar aparat pelaksana di tingkat bawah lebih mudah
untuk memahami isi dan tujuan dati kebijakan.

3)Dari hasil analisis data statistik Koefisien jalur X, tethadap. Y (Pyy,)
sebesar 0.83 sehingga dapat diartkan bahwa Dimensi Sumber Daya
dalam Implementasi Kebijakan Tugas Pokok dan fungsi besar
pengaruhnya terhadap Kinerja Birokrasi. Walaupun masih dirasakan
kekurangan sumber daya manusia , tetapl usaha yang dilakukan
adalah terus meningkatkan kualitas aparat pelaksana yang ada, yang
potensial dan memilki kemampuan dan kemauan untuk memahami
Manajemen Pemerintahan yang berwawasan Sitel, melalui berbagai
pendidikan dan pelatthan yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing unit ketja. Sarana dan prasarana yang ada di

~ Bapesitelda sudah sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatannya
sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
Bapesitelda. jumlah anggaran vang disetujui dengan jumlah
dianggarkan masih terdapat kekurangan jumlah anggaran, tetapi
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Bapesitelda masih dapat melakukan efisienst anggaran, Dari realisasi
anggaran  Rp  17.598.443.433 - yang  terpakai  sejumlah Rp
15.548.203.903,- berart Bapesitelda berhasil melakukan efisiensi
anggaran scbesar Rp 2.050.239.530,-. Dalam penempatan aparat
pelaksana, disertai juga dengan wewenang dan tanggungjawab
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewenangan itu
sendiri diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa

~ implementasi kebijakan berjalan dengan baik

4)Dari hasil analisis Koefisien jalur X, terhadap Y (Pyy,) menunjukkan
nilai_sebesar -0.33, sehingga dinyatakan bahwa Dimensi Sikap
Pelaksina dalam Implementast Kebijakan Tugas Pokok dan fungsi
udak besar pengaruhnya terhadap Kinerja Birokrasi. Dar hasil data
empirik in1 dapat dikemukakan bahwa kemampuan dan kemauan
aparat pelaksana di Bapesitelda dalam memahami dan melaksanakan
mugas pokok dan fungsinya sudah baik, vang jelas masih perlu terus
dilakukan penjelasan mengenai standar dan tujuan kebijakan tugas
pokok dan fungsi Bapesitelda. Standar dan tujuan tersebut dalam hal
ini haruslah lebih terperinci pada tataran aparat pelaksana di tingkat
bawahan, agar mereka lebih mudah memahami sasaran utama dari
kebijakan tugas pokok dan fungsi vaitu optimalnya kinerja birokrasi
Bapesitelda. Dengan kinerja birokrasi yang optimal diharapakan
Bapesitelda mampu menjadi fasilitator, dinamisator dan stabilisator
pada berbagai bidang kehidupan rakyar, yang artnya tugas i
mencakup seluruh kepentingan masyarakat, bukan hanya internal
pemerintahan atau birokrasi saja.

5)Dari hasil Koefisien jalur X, terhadap Y (Pyy,) sebesar 0.33
(Signifikan) sehingga dinyatakan bahwa Dimensi Struktur Birokrasi
dalam Implementasi Kebijakan Tugas Pokok dan fungsi besar
pengatuhnya terhadap Kinerja Birokrasi. Struktur birokrast di
Bapesitelda sudah sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan
tugas pokok dan fungsi Bapesitelda dalam mencapar Kinerja
Birokrasi yang optimal. Hubungan kerja di Bapesitelda berjalan
dengan batk, didukung oleh struktur organisasi yang jelas,
mekanisme kerja yang baik, standar prosedur operasi dalam rangka
penyeragaman tindakan aparat pelaksana dalam melaksanakan apa
vang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Penyeragaman dalam hal
ini tidaklah mematikan kreatifitas aparat pelaksana dalam
pelaksanaan tugas, tetapi justru mempermudah koordinasi. Yang
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tentu saja penyeragaman standar dan tujuan tersebut haruslah juga di
dukung dengan rincian penjelasan terhadap tanggung jawab dan
~ wewenang masing unit pelaksana.

Penutup

__Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik
késimpulan bahwa kinerja birokrasi yang optimal sangat ditentukan
oleh faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur
birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Tugas pokok dan fungsi,
yang dilmplementasikan secara baik oleh semua aparat pelaksana di
dalam Bapesitelda. Yang pada kelanjutannya terkait juga dengan mutu
kebijakan teknis yang dapat menunjang pelayanan pemerintahan
daerah di bidang Sitel sebagai oxscomer dart Bapesitelda.

Walaupun Faktor Komunikasi dalam implementasi kebijakan
tugas pokok dan fungsi tidak besar pengaruhnya terhadap kinerja
birokrasi di Bapesitelda, tetapi berdasarkan hasil data empirk di
lapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya
dengan implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi di Bapesitelda,
yaitu: pertama, Pemahaman aparat pelaksana terhadap st kebijakan
bersifat umum. Maka dari itu dilakukan penjabaran ist kebijakan
tupoksi oleh unsur pimpinan di Bapesitelda untuk ke dalam bentuk
visl, misl, sasaran, program, kegiatan dan Indikator pencapatan sasaran
kegiatan di Bapesitleda, dengan demikian aparat pelaksana di tingkat
bawah dapat lebih mudah memahami isi Kebijakan tersebut. Kedua,
Diperlukan suasana komunikasi dua arah baik yang bersifat Bottom-up
atau Top-down antar aparat pelaksana. IKarena yang dirasakan selama ini
oleh aparat pelaksana di tngkat bawah, proses komunikasi yang
berkenaan dengan tugas cenderung fop-down dari aparat pelaksana di
tingkat pimpinan, jarang terjadi umpan balik dari aparat pelaksana di
tingkat bawah terutama yang berkenaan dengan kesulitan dan kendala
dalam pelaksanaan tugas, sehingga menghambart proses pelaksanaan
tugas pada keseluruhannya.

Faktor sumber daya dalam implementasi kebjjakan tagas pokok
dan fungsi besar pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi di
Bapesitelda. Dari hasil pembahasan yang berkenaan dengan faktor
sumber daya dalam implementasi kebijakan tugas pokok dan fungs:
dan pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi di Bapesitelda, ada
beberapa Hal yang perlu dipethatikan dalam rangka mengoptimakan
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kinerja birokrasi, yaitu, perfama, dengan adanya kekurangan sumber
daya manusia, usaha yang dilakukan adalah terus meningkatkan
kualitas aparat pelaksana yang ada, yang potensial dan memilki
kemampuan  dan  kemauan untuk = memahami  Manajemen
Pemerintahan yang berwawasan Sitel, melalui berbagai pendidikan dan
pelatthan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing unit kerja dan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan
kemampuannya masing-masing. Kedwa, Secanggih dan selengkap
apapun fasilitas ketja yang ada, tapi tidak dalam kondisi yang baik,
tentu saja udak akan mampu memberikan dukungan maksimal
terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil yang baik. Maka dati

"1ty dipeﬂukan Manajemen pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang

- tertata batk. Ke#ga, Kewenangan untuk menjamin dan meyakinkan

bahwa implementasi kebijakan betjalan dengan baik sesuai dengan

standar dan tujuan yang ditetapkan oleh Bapesitelda, sedangkan
| tanggungjawab diperlukan untuk menjaga kewenangan senantiasa
‘dalam kondisi yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kewenangan dan

tanggungjawab, proses pelaksanaan tugas berjalan lambart yang tentu
saja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja birokrasi yang optimal.
Keempar, Meskipun Faktor sikap pelaksana dalam implementasi
kebijakan tugas pokok dan fungsi tidak besar pengaruhnya terhadap
kinerja birokrasi di Bapesitelda, tetapi berdasarkan hasil empirik di
lapangan ada hal yang perlu diperhankan dalam kaitannya dengan
implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi di Bapesitelda. Masth
Perlu diakukan penjabaran standar dan cujuan Kebijakan Tupoks:
lebih intensif kepada aparat pelaksana, dikatenakan adanya perbedaan
kadar pengetahuan, pemahaman dan pendalaman antar aparat
pelaksana, agar terjadi penyebaran dan penerimaan standar dan tujuan
suatu kebyjakan. Kelima, Faktor struktur Birokrasi dalam implementast
kebijakan tugas pokok dan fungsi besar pengaruhnya terhadap kinerja
birokrasi di Bapesitelda. Dari hasil pembahasan yang berkenaan
dengan faktor struktur birokrasi dalam implementast kebijakan tugas
pokok dan fungsi dan pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi di -
Bapesitelda.
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